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ABSTRAK 

Fungsi dan tugas Lembaga Penjamin Simpanan Pasca terbitnya Undang-Undang Nomor 
4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan. Fokus penelitian 

ini pada perubahan fungsi dan tugas LPS yang bertransformasi dan mengalami 

peningkatan serta perluasan mandat baru. Rumusan masalahnya yaitu: (1) Bagaimanakah 
fungsi dan tugas Lembaga Penjamin Simpanan Pasca diterbitkannya Undang-Undang 

Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (2) Apa 

penyebab terjadinya perubahan fungsi dan tugas LPS Pasca diterbitkannya UU P2SK. 

Jenis penelitian yang digunakan yaitu yuridis normatif. Sumber data yang digunakan 
adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan data 

dengan studi dokumen kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian dan 

pembahasan yaitu:  (1) Untuk mengetahui fungsi dan tugas Lembaga Penjamin Simpanan 
Pasca diterbitkannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan dan 

Penguatan Sektor Keuangan (2) Untuk mengetahui penyebab terjadinya perubahan fungsi 

dan tugas LPS Pasca diterbitkannya UU P2SK. 

Kata Kunci: Tugas, Fungsi, Lembaga Penjamin Simpanan. 
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ABSTRACT 

  
Functions and duties of the Deposit Insurance Agency after the issuance of Law Number 

4 of 2023 concerning the Development and Strengthening of the Financial Sector. The 

focus of this study is on changes in the functions and duties of the LPS which have 

transformed and experienced an increase and expansion of new mandates. The 
formulation of the problem is: (1) What are the functions and duties of the Deposit 

Insurance Agency after the issuance of Law Number 4 of 2023 concerning the 

Development and Strengthening of the Financial Sector (2) What are the causes of 
changes in the functions and duties of the LPS after the issuance of the P2SK Law. The 

type of research used is normative juridical. The data sources used are primary legal 

materials and secondary legal materials. Data collection techniques with document 

studies are then analyzed qualitatively. The results of the research and discussion are: (1) 
To determine the functions and duties of the Deposit Insurance Agency after the issuance 

of Law Number 4 of 2023 concerning the Development and Strengthening of the 

Financial Sector (2) To determine the causes of changes in the functions and duties of the 
LPS after the issuance of the P2SK Law. 

 

Keywords: Duties, Functions, Deposit Insurance Agency.  
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Kehidupan manusia tidak akan terlepas dari sektor ekonomi, bahkan untuk 

melihat kemakmuran suatu negara dapat dilihat dari sektor perekonomian di 

negara tersebut. Salah satunya adalah industri perbankan yang merupakan 

jantung dalam perekonomian suatu negara bahkan dunia, baik secara langsung 

maupun tidak langsung bank memiliki peran yang penting dalam pembangunan 

nasional. Bank mempunyai fungsi intermediasi yaitu dengan menghimpun 

dana (funding) dari masyarakat dan menyalurkannya sebagai perantara antara 

masyarakat yang memiliki kelebihan dana (surplus of funds) dengan 

masyarakat yang kekurangan dana (lack of funds).
1
 

Pada tahun 1998, krisis moneter perbankan yang menghantam Indonesia, 

yang ditandai dengan dilikuidasinya 16 bank, mengakibatkan menurunnya 

tingkat kepercayaan masyarakat pada sistem perbankan. Untuk mengatasi 

krisis yang terjadi, pemerintah mengeluarkan beberapa kebjakan diantaranya 

memberikan jaminan atas seluruh kewajiban pembayaran bank, termasuk 

simpanan masyarakat (blanket guarantee). Hal ini ditetapkan didalam 

keputusan presiden nomor 193 tahun 1998 tentang jaminan terhadap kewajiban 

pembayaran Bank Perkreditan rakyat.  

Kemudian pada tahun 2004, industri perbankan mengahapuskan program 

                                                

1 Trisadini P. Usanti, Abd. Somad, 2017, Hukum Perbankan, Kencana, Depok, Hlm.26. 
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penjaminan yang popular disebut dengan blanket guarantee dan akan diganti 

dengan sistem penjaminan yang lebih permanen. Secara bertahap program ini 

akan dikurangi cakupannya dan dikurangi jumlah maksimal yang dijamin. 

Sebagai pengganti program blanket guarantee pemerintah telah mengajukan 

rancangan undang-undang tentang lembaga penjamin simpanan kepada DPR. 

Melalui rancangan undang-undang ini akan dibentuk suatu lembaga 

independen yang disebut lembaga penjamin simpanan (LPS) yang berfungsi 

menjamin simpanan masyarakat yang ada pada industri perbankan. 

Berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 

tentang Perbankan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 

Tahun 1998 bahwa Perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya 

berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian. 

Maksud demokrasi ekonomi sebagaimana yang dijelaskan dalam penjelasan 

Pasal 2 Undang-Undang Perbankan, adalah demokrasi yang berdasarkan pada 

Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Fungsi utama perbankan Indonesia 

menurut Pasal 3 Undang-Undang Perbankan adalah sebagai penghimpun dan 

penyalur dana masyarakat. Hal tersebut berarti lembaga perbankan dituntut 

peran yang lebih aktif dalam menggali dana dari masyarakat untuk 

pembangunan nasional.  

Sehubungan dengan keberadaan dan kegiatan bank sebagai tempat 

penyimpanan dana yang seinantiasa meinghadapi risiko, baik risiko bank 

meingalami pailit atau likuidasi. Jika keirugian teirjadi akibat bank dilikuidasi 

maka dana nasabah yang teirsimpan akan dikeimbalikan dan dibayar ole ih 

Leimbaga Peinjamin Simpanan (LPS) kareina keiwajiban seitiap bank meinjadi 
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peiseirta LPS.
2
 

Leimbaga Peinjamin Simpanan (LPS) meirupakan badan hukum yang 

indeinpeindein, transparan, dan akuntabeil dalam me ilaksanakan tugas dan 

weiweinangnya dan beirtanggung jawab keipada Preisidein. LPS adalah leimbaga 

yang dibeintuk beirdasarkan keiteintuan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 

2004 teintang Leimbaga Peinjamin Simpanan seibagaimana teilah diubah deingan 

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2009. Peinjaminan dana nasabah bank oleih 

LPS beirsifat teirbatas. Dalam hal bank tidak dapat meilanjutkan usahanya 

kareina dicabut izin usaha, LPS beirtanggungjawab meimbayar simpanan seitiap 

nasabah bank teirseibut maksimal deingan jumlah Rp. 2.000.000.000,- (dua 

milyar rupiah). Adapun untuk jumlah sisa simpanan yang tidak dijamin, akan 

diseileisaikan meilalui proseis likuidasi bank. Hal ini diseibabkan kareina bank 

yang meilakukan keigiatan usahanya adalah seibagai peiseirta peinjamin yang 

diseileinggarakan LPS. Deingan adanya peimbayaran preimi oleih bank keipada 

LPS maka teilah teirjadi peilimpahan risiko dari bank keipada LPS.
3
 

Peinjaminan simpanan nasabah bank yang dilakukan oleih LPS beirsifat 

teirbatas, teitapi tidak meincakup seibanyak-banyaknya nasabah. Seitiap bank 

yang meinjalankan usahanya di Indoneisia diwajibkan untuk meinjadi peiseirta 

dan meimbayar preimi pinjaman, peingeicualian keiwajiban bank meinjadi peiseirta 

peinjaminan yaitu Badan Kreidit Deisa. Seibagaimana diamanatkan dalam Pasal 8 

                                                

2Rilda Munarti, Perlindungan Hukum Atas Dana Nasabah Pada Bank Melalui Lembaga 

Penjamin Simpanan, Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 7, No. 3, September-Desember 2013, 

Hlm. 305. 

3Ibid.  
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Undang-Undang LPS. Pada peinjeilasan Pasal 8, meinyatakan keiwajiban untuk 

meingikuti peinjaminan beirlaku pula bagi kantor cabang dan bank yang 

beirkeidudukan di luar neigeiri yang meilakukan keigiatan peirbankan dalam 

wilayah Reipublik Indoneisia. Seimeintara itu, kantor cabang dari bank yang 

beirkeidudukan di Indoneisia yang meilakukan keigiatan peirbankan diluar wilayah 

Reipublik Indoneisia tidak teirmasuk dalam peinjaminan. Peingeicualian Badan 

Kreidit Deisa meinjadi peiseirta peinjaminan meingikat opeirasional Badan 

Peirkreiditan Deisa tidak seipeirti bank seibagaimana dimaksud dalam peiraturan 

peirundang-undangan.
4
  

Untuk meiwujudkan peimbangunan nasiional yang diidukung deingan 

peireikonomiian yang tangguh meilaluii peingeimbangan dan peinguatan seiktor 

keiuangan yang optiimal, peimeiriintah teilah meineitapkan Undang-Undang Nomor 

4 Tahun 2023 teintang Peingeimbangan dan Peinguatan Seiktor Keiuangan 

(UUP2SK) seibagaii wujud iimpleimeintasii dalam meindukung dan meiwujudkan 

upaya peingeimbanagan dan peinguatan seiktor keiuangan dii I indoneisiia seirta 

upaya peinyeisuaiian beirbagaii peiraturan baru dan peingaturan dii seiktor keiuangan. 

Seibagaiimana diimaksud pada Pasal 2 UU P2SK diisusun beirdasarkan asas: 

keipeintiingan nasiional, keimanfaatan, keipastiian hukum, keiteirbukaan, 

akuntabiiliitas, keiadiilan, peirliindungan konsumein, eidukasii, dan keiteirpaduan. 

Urgeinsii utama atau tujuan diiteitapkan Undang-Undang teirseibut adalah 

meiwujudkan peinyeisuaiian peiraturan baru dii seiktor keiuangan yang 

meinggunakan meitodei omniibus yang beirtujuan untuk meinyeilaraskan seiluruh 

                                                

4 Elyana Novira, 2023, Hukum Perbankan Indonesia, Rajawali Pers, Depok, hlm. 98-99. 
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peiraturan yang beirkaiitan deingan keiuangan dan meingiinteigrasiikan seiluruh 

peiraturan dalam beirbagaii Undang-Undang kei dalam satu Undang-Undang 

seicara kompreiheinsiif. Deingan iitu diiharapkan dapat teirwujud kontriibusii seiktor 

keiuangan bagii peirtumbuhan eikonomii yang iinklusiif, beirkeilanjutan, dan 

beirkeiadiilan guna meiniingkatkan taraf hiidup masyarakat, meingurangii 

keitiimpangan eikonomii, dan meiwujudkan I indoneisiia yang seijahteira, maju, dan 

beirmartabat.
5
 Deingan diiteitapkannya UU P2SK, maka peiran dan fungsii 

Leimbaga Peinjamiin Siimpanan (LPS) beirtransformasii dan meingalamii 

peiniingkatan seirta peirluasan mandat meinjadii riisk miiniimiizeir. Peiran iinii 

meirupakan mandat paliing maju dalam praktiik leimbaga peinjamiin siimpanan dii 

duniia.
6
 Teirdapat pada Pasal 4 dan Pasal 5 UU P2SK. 

Beirdasarkan latar beilakang diiatas, maka peinuliis meilakukan peineiliitiian 

yang beirjudul : FUNGSI DAN TUGAS LEMBAGA PENJAMIN 

SIMPANAN PASCA TERBITNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 4 

TAHUN 2023 TENTANG PENGEMBANGAN DAN PENGUATAN 

SEKTOR KEUANGAN. 

 

B. Rumusan Masalah 

Darii uraiian teirseibut dii atas, maka rumusan masalah dalam peineiliitiian iinii 

adalah seibagaii beiriikut: 

                                                

5 JDIH Merves, 2023, UU 4/2023: Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, 

https://jdih.maritim.go.id/berita, diakses pada 21 Juni 2024 Pukul 23.00 WIB. 

6 Fahdiansyah Kasmiri, 2024, Hadirnya UUP2SK Mandat LPS Setara Dengan Lembaga 

Penjamin Simpanan di Negara Maju, https://lps.go.id/indeks/siaran-pers/, diakses pada 21 Juni 

2024 Pukul 23.30 WIB. 

https://jdih.maritim.go.id/berita
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1. Bagaiimanakah fungsii dan tugas Leimbaga Peinjamiin Siimpanan Pasca 

diiteirbiitkannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 Teintang 

Peingeimbangan dan Peinguatan Seiktor Keiuangan (UU P2SK)? 

2. Apa peinyeibab teirjadiinya peirubahan fungsii dan tugas LPS Pasca 

diiteirbiitkannya UU P2SK? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Beirdasarkan rumusan masalah yang teilah diijabarkan diiatas, adapun tujuan 

peineiliitiian yang iingiin diicapaii yaiitu: 

1. Untuk meingeitahuii fungsii dan tugas Leimbaga Peinjamiin Siimpanan Pasca 

diiteirbiitkannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 Teintang 

Peingeimbangan dan Peinguatan Seiktor Keiuangan (UU P2SK). 

2. Untuk meingeitahuii peinyeibab teirjadiinya peirubahan fungsii dan tugas LPS 

Pasca diiteirbiitkannya UU P2SK. 

 

D. Metode Penelitian 

1. Jeiniis Peineiliitiian 

Jeiniis peineiliitiian yang diigunakan peinuliis yaiitu meinggunakan meitodei 

peineiliitiian yuriidiis normatiif. Meitodei peineiliitiian yuriidiis normatiif adalah 

peineiliitiian hukum yang diilakukan deingan cara meineiliitii bahan pustaka atau 

data seikundeir beikala, meitodei peineiliitiian iinii juga diiseibut seibagaii peineiliitiian 

hukum keipustakaan.
7
 

                                                

7 Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, 2022, Penelitian Hukum Normatif, Cetakan ke-XXI, 

Rajawali Pers, Depok, hlm.13. 
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2. Sumbeir Data 

Dii dalam peineiliitiian hukum, diigunakan pula data seikundeir yang meimiiliikii 

keikuatan meingiikat keidalam.
8
 Pada peineiliitiian iinii meimbutuhkan 3 (tiiga) jeiniis 

bahan hukum diiantaranya:  

a. Bahan Hukum Priimeir  

Data priimeir meirupakan bahan-bahan hukum yang meingiikat.
9
 

Pada peineiliitiian iinii teirdiirii darii: 

1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2009 teintang Peineitapan Peiraturan 

Peimeiriintah Peinggantii Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2008 Teintang 

Peirubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 Teintang 

Leimbaga Peinjamiin Siimpanan Meinjadii Undang-Undang. 

2) Undang-Undang Reipubliik I indoneisiia Nomor 4 Tahun 2023 Teintang 

Peingeimbangan dan Peinguatan Seiktor Keiuangan. 

3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 teintang Peirbankan 

seibagaiimana diiubah deingan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. 

b. Bahan Hukum Seikundeir 

Bahan hukum seikundeir meirupakan bahan hukum yang 

meimbeiriikan peinjeilasan meingeineiaii bahan hukum priimeir, seipeirtii 

Rancangan Undang-Undang (RUU), Rancangan Peiraturan Peimeiriintah 

(RPP), hasiil peineiliitiian (hukum), hasiil karya (iilmiiah) dan seibagaiinya.
10

 

                                                

8 Bambang Sunggono, 2019, Metodologi Penelitian Hukum, Cetakan ke-XVIII, Rajawali 

Pers, Depok, hlm. 113. 

9 Ibid.  

10 Ibid, hlm. 114. 
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c. Bahan Hukum Teirsiieir 

Bahan hukum teirsiieir meirupakan bahan hukum meimbeirii peitunjuk 

dan peinjeilasan teirhadap bahan hukum priimeir dan seikundeir, seipeirtii: 

kamus-kamus hukum, einsiiklopeidiia, iindeiks kumulatiif, dan seibagaiinya. 

Untuk meimpeiroleih iinformasii teirbaru dan beirkaiitan eirat deingan 

peirmasalahannya, maka keipustakaan yang diicarii harus reileivan.
11

 

3. Teikniik Peingumpulan Data 

Teikniik peingumpulan yang diigunakan peinuliis dalam peineiliitiian iinii 

yaiitu diilakukan deingan cara studii dokumein, yaiitu teikniik peingumpulan 

data deingan cara meimpeilajarii, meineilaah dan meincarii bahan pustaka seirta 

liiteiratur-liiteiratur, jurnal-jurnal, peiraturan peirundang-undangan dan buku-

buku iilmiiah yang ada seirta beirkaiitan deingan masalah yang seidang diiteiliitii. 

4. Analiisiis Data 

Analiisiis data adalah proseis peingolahan data untuk tujuan meineimukan 

iinformasii yang beirguna yang dapat diijadiikan seibagaii dasar peingambiilan 

keiputusan untuk meimeicahkan suatu masalah. Proseis analiisiis iinii me iliiputii 

keigiiatan peingeilompokan data beirdasarkan karakteiriistiiknya, peimbeirsiihan data, 

transformasii data, peimbuatan modeil data hiingga meincarii iinformasii peintiing 

darii data teirseibut.
12

 Seiluruh data yang diipeiroleih, diikumpulkan untuk 

seilanjutnya akan diiteilaah dan diianaliisiis. Analiisa data peineiliitiian iinii deingan 

meinggunakan meitodei kualiitatif.  

                                                

11 Ibid. 

12 https://dailysocial.id/post/analisis-data, diakses pada minggu tanggal 19 Oktober 2023 

pada pukul 13.25 wib.  

https://dailysocial.id/post/analisis-data

